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ABSTRAK
Perancangan enterprise architecture dilakukan untuk meningkatkan operasional dan pelayanan
organisasi maupun lembaga pemerintahan serta untuk menyelaraskan kebutuhan informasi dan
bisnis. BPN Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanaknakan tugas pemerintahan di bidang
pertanahan. Saat ini BPN Kota Pekanbaru telah memiliki beberapa sistem informasi namun
sistem informasi tersebut belum terintegrasi dan belum adanya perencanaan arsitektur. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk merancang enterprise arsitektur pada sistem informasi pelayanan publik
BPN Kota Pekanbaru menggunakan framework TOGAF ADM. Hasil dari penelitian ini berupa
blueprint enterprise architecture pelayanan pertanahan BPN Kota Pekanbaru, diharapkan dapat
memberikan gambaran dan acuan dalam mengembangkan sistem informasi pelayanan publik.
Kata Kunci: BPN Kota Pekanbaru, enterprise architecture, pelayanan publik, TOGAF ADM
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ABSTRACT
The design of enterprise architecture is carried out to improve the operations and services of
organizations and government agencies and to align information and business needs. Pekanbaru
City BPN has the task of implementing governmental duties in the land sector. At present BPN
Pekanbaru City has several information systems but the information system is not yet integrated
and there is no architectural planning yet. The purpose of this research is to design an enterprise
architecture in the Pekanbaru City BPN public service information system using the TOGAF ADM
framework. The results of this study in the form of a blueprint of enterprise architecture of the
Pekanbaru City BPN land service, are expected to provide an overview and reference in developing
public service information systems.
Keywords: BPN Kota Pekanbaru, enterprise architecture, public service, TOGAF ADM
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyajian informasi yang cepat serta akurat menjadi suatu kebutuhan di
masa era globalisasi saat ini sehingga penerapan dan perkembangan Teknologi
Informasi (TI) di Perusahaan maupun Organisasi pemerintahan berkembang de-
ngan sangat pesat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dampak dari hal itu banyak perusahaan dan organisasi yang menerapkan sistem
informasi dan teknologi informasi tanpa memperhatikan perencanaan dan hanya
memperhatikan kebutuhan sesaat (Utomo, 2014). Organisasi atau perusahaan yang
menerapkan Teknologi Informasi harus memikirkan dan membentuk kembali s-
trategi, struktur, proses, infrastruktur dan model bisnis (Mondorf dan Wimmer,
2017). Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan perencanaan yang menyelu-
ruh dengan membentuk blueprint Arsitektur dan menyeleraskan antara Bisnis dan
TI.
Perencanaan enterprise arsitektur yaitu suatu pendekatan yang berfungsi un-
tuk melakukan perencanaan terhadap kualitas data dan mencapai misi sistem infor-
masi yang merupakan proses dalam mendefinisikan arsitektur untuk menyeleraskan
kebutuhan dan bisnis serta rencana untuk mengimplementasi arsitektur tersebut
(Yunis dan Surendro, 2009). Enterprise Architecture telah banyak digunakan ole-
h perusahaan maupun organisasi untuk meningkatkat nilai TI (Gong dan Janssen,
2019). Enterprise Architecture merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk
mengelola kompleksitas struktur organisasi, lingkungan bisnis, dan sistem infor-
masi yang berbeda serta untuk memfasilitasi integrasi strategi, personil, data, bisnis
dan TI (Dang dan Pekkola, 2017).
Perancangan enterprise architecture dapat dilakukan untuk meningkatkan
operasional dan pelayanan baik organisasi maupun lembaga pemerintahan salah
satunya Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang merupakan Lembaga Pemerintah
Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
dan dipimpin oleh Kepala (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Badan Per-
tanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan perat-
uran perundang-undangan. Badan Pertanahan Kota Pekanbaru turut bekerjasama
dalam pembangunan birokrasi dan administrasi daerah yang wewenang, tugas dan
tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisas-
i, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dibidang Pertanahan di daerah.
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sekali-
gus merupakan salah satu fungsi kantor pertanahan Kabupaten/Kota memiliki tu-
gas pokok yang salah satunya adalah melaksanakan pelayanan pertanahan kepada
masyarakat (Nugroho dan Yulliani, 2017). Maka dari itu dalam menjalankan tu-
gas Badan Pertanahan Nasional akan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat
(Nugroho dan Yulliani, 2017). Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN
Nomor 25 Tahun 2004 merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pener-
ima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu perhatian lebih terhadap
upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan pertanahan (Nugroho dan Yulliani,
2017). Upaya peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat mempunyai
aspek yang sangat luas, dari tingkat kebijakan termasuk penerbitan ketentuan per-
aturan yang diperlukan sampai tingkat pelaksanaannya.
Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai meningkatkan pelayanan
publik yang dilakukan oleh Rozak, Prasetyo, dan Mulyana (2017) tentang peran-
cangan enterprise architecture pada fungsi operasional dan pelayanan publik perum
bulog divre di jawa barat menggunakan togaf adm. Hasil dari penelitian tersebut ter-
bentuknya perancangan enterprise architecture menggunakan TOGAF pada fungsi
pengadaan hingga fase Migration Planning yang menjadi acuan PERUM Bulog
dalam melakukan pengembangan khususnya di Fungsi Operasional dan Pelayanan
Publik, namun pada penelitian ini belum terbentuknya Blueprint arsitektur enter-
prise. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, Wiraatmadja, dan
Amborowati (2015) tentang pemodelan enterprise architecture pelayanan di R-
SUD Murjani Sampit. Penlitian ini menghasilkan sebuah perancangan blueprint
pelayanan RSUD dr.Murjani yang dapat digunakan untuk mempermudah proses
pengembangan arsitektur sistem informasi. Blueprint tersebut berisi Visi Arsitek-
tur, Lingkup EA, Aktor, Arsitektur Bisnis, Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur
Teknologi serta Prinsip Teknologi.
Dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh BPN Kota Pekan-
baru yaitu Pelayanan Pertanahan sudah menerapkan beberapa sistem informasi
yang mendukung tugas pokok dan proses bisnisnya namun sistem aplikasi tersebut
belum terintegrasi dan setiap unit pelayanan menggunakan aplikasi yang berbeda-
beda menyebabkan data tidak lengkap serta informasi yang di butuhkan dalam
melaksanakan proses bisnis pada BPN Kota Pekanbaru tidak tersedia saat dibu-
tuhkan. Sistem Informasi pelayanan pertanahan yang sudah diterapkan BPN Ko-
ta Pekanbaru antara lain; aplikasi Sentuh Tanahku untuk sistem pengukuran tanah,
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Website kantor BPN Kota Pekanbaru sebagai penyedia informasi mengenai layanan
pertanahan dan aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) yang menjadi a-
plikasi utama yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru dalam melalukan
pelayanan publik. Berdasarkan surat edaran Nomor 5/SE-100/I/2015 aplikasi-
aplikasi tersebut dikembangkan untuk menunjang kinerja pelayanan pengaturan dan
penataan serta penyelesaian masalah agraria dan tata ruang/pertanahan.
Organisasi pemerintahan terdiri dari banyak lembaga dengan struktur yang
berbeda dan layanan yang berbeda sehingga menyebabkan sistem informasi yang
tumpang tindih (Dang dan Pekkola, 2017). Konsep EA telah banyak digunakan di
sektor publik penggunaanya sebagai metodologi untuk meningkatkan efesiensi sis-
tem dan bisnis termasuk perencanaan strategis dan konsolidasi penyimpanan data
(Dang dan Pekkola, 2017). Banyak metode yang dapat diterapkan dalam tool enter-
prise architecture, diantaranya adalah Zachman Framework, TOGAF-ADM, Feder-
al Enterprise Architecture Framework (FEAF), dan yang lainnya (Setiawan, 2009).
Pada perencanaan arsitektur enterprise dalam penelitian ini digunakan metode TO-
GAF yang merupakan profil EA yang menyediakan metode dan alat untuk men-
dukung pengembang arsitektur (Proenc¸a dan Borbinha, 2017). Elemen penting
dari The Open Grup Architecture Framework (TOGAF) adalah Architecture De-
velopment Method (ADM) yang memberikan gambaran spesifik untuk proses pe-
ngembangan arsitektur. Penggunaan TOGAF-ADM ( The Open Group Architecture
Framework – Architecture Development Method ) tujuannya agar dapat mendesain
arsitektur sistem informasi yang jelas tentang melakukan perencanaan arsitektur
enterprise yang mempunyai batasan untuk diterapkan pada bisnis manajemen yang
ada di BPN Kota Pekanbaru.
Berdasarkan framework TOGAF ADM yang memiliki 10 fase ditinjau dari
masing-masing fase, pada aspek perencanaan (Priliminary Phase) kurangnya peren-
canaan terhadap pengembangan sistem informasi pelayanan publik di BPN Kota
Pekanbaru dan tanpa memikirkan kunci utama dalam proses pengembangan sis-
tem informasi yaitu perancangan. Pada fase visi arsitektur belum terkelola visi
dari arsitektur sistem informasi pelayanan publik BPN Kota Pekanbaru yang ter-
diri dari beberapa sub sistem yaitu sistem informasi pelayanan, sistem informasi
pengukuran tanah, sistem informasi pendaftaran serta layanan informasi. Dari as-
pek bisnis (Bussiness Architecture) belum adanya pendefinisian proses bisnis yang
mengidentifikasi proses-proses yang berhubungan dengan pelayanan pertanahan se-
hingga perlu dilakukan analisis kesenjangan (Gap Analysis) arsitektur bisnis saat
ini dengan arsitektur bisnis target. Pada fase System Information Architecture yang
terdiri dari Arsitektur Data dan Arsitektur Aplikasi, BPN Kota Pekanbaru belum
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mendefinisikan entitias data untuk kebutuhan bisnis, proses bisnis serta pelayanan
pertanahan serta belum terdefinisikan aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelolah
data pada saat pengembangan sistem informasi.
Pada fase arsitektur teknologi (Technology Architecture) teknologi i BPN
Kota Pekanbaru saat ini belum menunjang jalannya proses bisnis pelayanan pertana-
han dan belum mendukung kebutuhan dari sistem informasi pelayanan yang ada.
Ditinjau dari aspek Oppurtunities and Solution Architecture BPN Kota Pekanbaru
belum melakukan evaluasi peluang dan solusi terhadap arsitektur bisnis, arsitektur
aplikasi, arsitektur data dan arsitektur teknologi sebagai dasar dalam memilih dan
menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan pada BPN Kota Pekanbaru.
Berdasarkan permasalah diatas maka diperlukan sebuah rancangan en-
terprise arsitektur sebagai panduan dalam mengembangkan sistem informasi
pelayanan publik, dalam merancang Enterprise Architecture penulis menggunakan
kerangka kerja yaitu TOGAF ADM. TOGAF merupakan kerangka kerja yang rinci
dan fleksibel untuk mengembangkan arsitektur enterprise (Mayer, Aubert, Grandry,
dan Feltus, 2016). Sehingga setiap perubahan yang terjadi selama pengembangan
tidak akan mengganggu jalannya proses bisnis pelayanan pertanahan. Untuk itu
dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Rancangan Enterprise Architecture
Sistem Informasi Pelayanan Publik BPN Kota Pekanbaru Menggunakan TOGAF
ADM” untuk Tugas Akhir ini.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka di da-
pat rumusan masalah yaitu “Bagaimana Merancang Enterprise Architecture Sistem
Informasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Pekanbaru?”.
1.3 Batasan Masalah
Berikut ini batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:
1. Penelitian ini menggunakan framework TOGAF ADM yang meliputi 7 fase
yang dimulai dari Preliminary Phase,Requirement Management, Architec-
ture Vision, Bussiness Architecture, Informastion System Architecture, Tech-
nology Architecture dan Oppurtunities and Solutions.
2. Rancangan Arsitektur SI/TI pada penelitian ini pada Pelayanan Pertanahan
BPN Kota Pekanbaru
3. Analisis kesenjangan arsitektur saat ini dengan arsitektur target menggu-
nakan Gap Analysis.
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1.4 Tujuan
Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:
1. Untuk Merancang Arsitektur SI/TI pada Pelayanan Pertanahan BPN Kota
Pekanbaru.
2. Untuk merancang Blueprint Enterprise Architecture sistem informasi
pelayanan publik di BPN Kota Pekanbaru.
1.5 Manfaat
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Dapat memberikan gambaran dalam mengembangan Sistem Informasi
Pelayanan Pertanahan di masa depan.
2. Dapat menjadi acuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan
Pertanahan.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun agar pembuatan lapo-
ran dapat lebih terstruktur sehingga lebih mudah saat memahami penelitian yang
dilakukan. Adapun sistematika penulisan tersebuat adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
Bab 1 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) latar belakang masalah; (2)
rumusan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan penelitian; (5) manfaat penelitian;
(6) sistematika penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
Bab 2 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) penelitian terdahulu; (2) pro-
fil BPN Kota Pekanbaru; (3) pelayanan publik; (4) pelayanan pertanahan; (5) en-
teprise; (6) arsitektur; (7) enterprise architecture; (8) Togaf; (9) Togaf ADM; (10)
tools perancangan enterprise architecture; (11) komputerisasi kegiatan pertanahan;
(12) pendaftaran mandiri akta tanah.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Bab 3 tugas akhir ini berisi tentang: (1) Alur penelitian; (2) langkah-langkah
metodologi penelitian;
BAB 4. ANALISIS DAN HASIL
Bab 4 tugas akhir ini berisi tentang: (1) analisis kondisi saat ini; (2) analisi
perbaikan; (3) Phase E: Oppurtunities and Solutions.
BAB 5. PENUTUP
Bab 5 tugas akhir ini berisi tentang: (1) kesimpulan; (2) saran untuk tugas
akhir ini.
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BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 merupakan penelitian sebelumnya yang telah telah dilakukan de-
ngan topik penelitian Enterprise Architecture menggunakan TOGAF ADM.
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu
No Penelitian Hasil
1 Pemodelan Enterprise Architecture
Pelayanan di RSUD Murjani Sampit
Oleh: Riyadi dkk. (2015)
Hasil yang diperoleh dari penitian in-
i menunjukkan bahwa pengembangan EA
menggunakan framework TOGAF AD-
M proses yang dihasilkan dinamis, tidak
terputus dan berkelanjutan. Perancan-
gan blueprint menggunakan TOGAF AD-
M Perancangan EA ini menghasilkan se-
buah blueprint Pelayanan RSUD dr. Mur-
jani. Blueprint tersebut berisi Visi Ar-
sitektur, Lingkup EA, Aktor, Arsitektur
bisnis, Arsitektur aplikasi dan data, Ar-
sitektur Teknologi, dan Prinsip Arsitek-
tur. Blueprint yang dihasilkan dapat di-
gunakan untuk mempermudah proses pe-
ngembangan arsitektur Sistem Informasi
di RSUD Murjani. dikarenakan TO-
GAF ADM merupakan metode yang detail
bagaimana cara membangun dan mengelo-
la serta mengimplementasikan EA dan sis-
tem informasi.
2 Perancangan Enterprise Architecture pada
Fungsi Operasional dan Pelayanan Publik
Perum Bulog Drive Jawa Barat menggu-
nakan Framework Togaf ADM
Oleh: Rozak dkk. (2017)
Dalam merancang suatu sistem informasi
dan aplikasi yang terintegrasi maka diper-
lukan perancangan enterprise architecture
yang baik demi menyelaraskan kebutuhan
sistem informasi dengan proses bisnis.
Penggunaan Togaf ADM menghasilkan
catalog informasi yang menjadi acuan un-
tuk mengembangkan dan mengimplemen-
tasikan sistem informasi
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Tabel lanjutan...)
No Penelitian Hasil
3 Perancangan Arsitektur Enterprise Untuk
Perguruan Tinggi di Pontianak Menggu-
nakan TOGAF ADM (Architecture Devel-
opment Method)
Oleh: Heru Nuriyanto Wibisono, Rudiyan-
to, Nelly Rachmawati tahun 2018
Pada penelitian ini menghasilkan sebuah
rancangan model enterprise architecture
secara umum untuk perguruan tinggi pon-
tianak dengan menggunakan Togaf ADM
yang akan memperbaiki kinerja layanan
sistem informasi dan menyelaraskan sis-
tem informasi yang ada pada perguru-
an tinggi serta mendefinisikan kebutuhan
teknologi yang diperlukan pada perguruan
tinggi.
4 Perancangan Arsitektur Enterprise Sis-
tem Informasi Disnakersostrans Kabupat-
en Purwakarta Menggunakan TOGAF
Oleh: Dedi Irmayanti dan Budi Permana
tahun 2018
Penelitian ini menghasilkan model arsitek-
tur yang sesuai dengan visi dan misi Dis-
nakersistrans Kabupaten urwakarta. Per-
ancangan arsitektur sistem informasi men-
gasilkan 23 aplikasi baru, 1 aplikasi per-
baikan dan 4 aplikasi lama yang saling ter-
integrasi.
2.2 Profil Perusahaan
Berikut ini adalah profil studi kasus penelitian yaitu BPN Kota Pekanbaru;
2.2.1 Gambaran Umum BPN Kota Pekanbaru
Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Ke-
mentrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipim-
pin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Badan Pertana-
han Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang per-
tanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Badan pertanahan menyediakan berbagai layanan yang bersangkutan de-
ngan pertanahan. Menyediakan kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanahan,
seperti mengurus hak kepemilikan tanah, mengkaji dan menangani masalah perihal
pertanahan seperti: sengketa tanah, konflik perebutan tanah.
2.2.2 Visi dan Misi
Visi:
Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem ke-
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masyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.
Misi
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan
untuk:
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemak-
muran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta
pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan
bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatas-
i berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air
dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga
tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indone-
sia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan
datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Men-
guatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan atu-
ran yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.
2.2.3 Fungsi
Berikut ini adalah fungsi BPN Kota Pekanbaru;
1. Perumusan kebijakan nasional dibidang pertanahan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan
dibidang pertanahan.
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-
wilayah khusus.
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik ne-
gara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaaan pemilik tanah.
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di
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bidang pertanahan.
13. Pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan.
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di
bidang pertanahan.
15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
16. Penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan.
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang per-
tanahan.
18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. Pembinaan fungsion-
al lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
19. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau
badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
20. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.
2.2.4 Stuktur Organisasi
Dibawah ini adalah struktur organisasi yang ada pada Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Pekanbaru pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPN Kota Pekanbaru
2.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh BPN Kota Pekanbaur yaitu:
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1. Sub Bagian Tata Usaha
Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. Sub bagian
tata usaha menyelenggarakan fungsi:
(a) Penyusunan laporan, anggaran serta program, dan perencanaan.
(b) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan pemantauan program strategis
pertanahan.
(c) Pelaksanaan urusan kepegawaian, analisis jabatan, urusan organisasi,
serta ketatalaksanaan.
(d) Fasilitasi serta penggoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi di
kantor pertanahan.
(e) Pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara dan urusan
keuangan.
(f) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga protokol, perlengka-
pan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan.
(g) Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan dan
(h) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi,
advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan
pengaduan masyarakat.
Sub Bagian Tata Usaha memiliki beberapa sub bagian yang terdiri atas:
i. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tu-
gas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program dan
anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan program strategis pertanahan.
ii. Urusan Umum dan Kepegawaian
Urusan Umum dan Kepegawaian memiliki tugas melakukan
penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, anal-
isis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian, pengoordi-
nasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kan-
tor Pertanahan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tang-
ga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pen-
gadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan per-
tanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan
informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan
penanganan pengaduan masyarakat.
iii. Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara
10
Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan admin-
istrasi barang milik negara.
iv. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Seksi Infrastuktur Pertanahan Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tu-
gas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan
dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tem-
atik. Seksi Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
(a) Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar.
(b) Pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah ter-
tentu.
(c) Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei
dan pemetaan tematik.
(d) Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta
teknologi pengukuran dan pemetaan.
(e) Pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di
wilayah.
(f) Pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan
komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis data spasial.
(g) Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta
pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan
perairan.
(h) Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan
wilayah tertentu dan
(i) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan.
Seksi Infrastruktur Pertanahan memiliki beberapa sub seksi yang ter-
diri atas:
i. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik
Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik mempun-
yai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordi-
nasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar,
pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah
tertentu, pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan
petugas survei dan pemetaan tematik, pelaksanaan pengelolaan
dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran
dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadas-
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tral nasional di wilayahnya, pelaksanaan dan pengelolaan basis
data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertana-
han berbasis data spasial, serta pelaksanaan survei dan pemetaan
tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, serta evalu-
asi dan pelaporan.
ii. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pe-
mantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pem-
bukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang
tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan.
iii. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan
hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah
dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT. Seksi Hubungan
Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
(a) Pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kem-
bali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang
dan hak komunal.
(b) Penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan
sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas
milik belanda dan bekas tanah asing lainnya.
(c) Penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mem-
punyai hak milik.
(d) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan
badan hukum swasta, serta hak atas ruang.
(e) Pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.
(f) Penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non
pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.
(g) Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak
atas tanah masyarakat.
(h) Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas
satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf,
hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak
serta hapusnya hak.
(i) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satu-
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an rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin
peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan
pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembi-
naan ppat.
(j) Pengelolaan informasi dan komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis
data yuridis dan
(k) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di seksi hubungan hukum pertanahan.
Sub seksi Hubungan Hukum Pertanahan Terdiri atas:
i. Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah
Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pembe-
rian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perse-
orangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak
komunal, penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak
atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah
wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya,
penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat
mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi
tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, hak atas ruang,
pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, penyiapan
kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non peme-
rintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat,
pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan
hak atas tanah masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.
ii. Subseksi Pendaftaran Hak Tanah
Subseksi Pendaftaran Hak Tanah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan,
pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik
atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah
wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan
pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan.
iii. Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT
Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis,
koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan
ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah
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wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, peruba-
han penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, perali-
han saham, pengembangan dan pembinaan PPAT, serta pengelo-
laan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis
data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan.
iv. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Seksi Penataan Pertanahan Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tu-
gas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan
kawasan tertentu, landreform dan konsolidasi tanah. Seksi Penataan Per-
tanahan menyelenggarakan fungsi:
(a) Pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapanpenggunaan dan
pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan pener-
bitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, peman-
tauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis da-
ta dan sistem informasi geografi.
(b) Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data
lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(c) Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek lan-
dreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek landreform,
pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek
landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform
(d) Pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;
(e) Pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelak-
sanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, ko-
ordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi
masyarakat.
(f) Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan
permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan kon-
solidasi tanah.
(g) Pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inven-
tarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama de-
ngan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimban-
gan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan
basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, per-
batasan dan kawasan tertentu dan pelaksanaan bimbingan teknis, ko-
ordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penataan per-
tanahan.
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Sub seksi Penataan Pertanahan terdiri atas;
i. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi,
pemantauan, penyusunan persediaan tanah, penetapan penggu-
naan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbin-
gan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penata-
gunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan
tanah, mengelola basis data dan sistem informasi geografi, dan
pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan
data lahan pertanian pangan berkelanjutan, melaksanakan pe-
nataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penye-
suaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lemba-
ga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan tek-
nis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis
data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, per-
batasan dan kawasan tertentu, serta evaluasi dan pelaporan.
ii. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tu-
gas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi,pemantauan,
pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek
landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek lan-
dreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagu-
naan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek lan-
dreform, serta redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas
tanah, dan penyusuna potensi obyek konsolidasi tanah, pelak-
sanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi,
koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan par-
tisipasi masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan
data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi
obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah, serta evaluasi dan
pelaporan.
iii. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Seksi Pengadaan Tanah Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas
melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerin-
tah dan penilaian tanah, serta fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pe-
merintah. Seksi Pengadaan Tanah menyelengarakan fungsi:
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(a) Pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah peme-
rintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah peme-
rintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapu-
san tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelang-
garan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah.
(b) Fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan
pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
(c) Pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin
pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah,
badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah.
(d) Pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti.
(e) Pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran dan kerjasama pembuatan pe-
ta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan
dan potensi sumber daya agraria; pengelolaan informasi dan Komput-
erisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona
nilai ekonomi kawasan dan
(f) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di seksi pengadaan tanah.
Sub seksi Pengadaan Tanah terdiri atas:
i. Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah
Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan tek-
nis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian perizinan k-
erjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan
kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomen-
dasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah ser-
ta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian k-
erjasama pemanfaatan tanah pemerintah, penilaian tanah, peni-
laian bidang tanah dan properti, pengadaan, pembuatan dan pe-
mutakhiran peta zona nilai tanah kabupaten/kota, dan peta zona
nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria pengelo-
laan informasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data
zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan, serta evaluasi
dan pelaporan.
ii. Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah
Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan tek-
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nis, koordinasi, pemantauan, fasilitasi perencanaan dan persiapan
pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan
penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak
atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan ker-
jasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pe-
merintah dan badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelapo-
ran.
iii. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas
melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik
dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan. Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
(a) Pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengke-
ta/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan
hak atas tanah.
(b) Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, anali-
sis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putu-
san pengadilan atau hasil perdamaian;.
(c) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan.
(d) Pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dan
(e) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan terdiri atas:
i. Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan tek-
nis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penan-
ganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan,
serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah
berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta e-
valuasi dan pelaporan.
ii. Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiap-
kan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelak-
sanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan
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dan pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta
rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, ser-
ta evaluasi dan pelaporan.
iii. Kelompok Jabatan Fungsional
2.3 Pelayanan Publik
Pelayanan memiliki arti yaitu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivi-
tas secara langsung, sedangkan publik diartikan sebagai masyarakat atau kelompok
(groups) yang terikat oleh kesamaan cita-cita, tujuan dan bekerja sama dalam pen-
capaian tujuan (Moenir dalam Azizah (2017) ). Sedangkan dalam Undang-Undang
No 25 tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rang-
ka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyeleng-
garaan pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk di negara tersebut.
Menurut buku “Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction” yang ditulis
oleh Paimin (2012), Konsep pelayanan publik diturunkan dari makna Public Service
yang berarti: “berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat
akan barang dan jasa” atau pelayanan umum yang diartikan sebagai segala ben-
tuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di
daerah dan lingkungan BUMN dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-
undangan.
Menurut Moenir dalam Hakimi dan Sadad (2018) adanya layanan yang tidak
memadai khususnya dalam pengurusan perizinan dan non perizinan yang didap-
at oleh masyarakat dikarenakan tidak/kurang adanya kesadaran terhadap tugas dan
kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemberi penyelenggara pelayanan pub-
lik. Akibatnya mereka bekerja dan melayani tidak sesuai dengan seharusnya, pada-
hal masyarakat yang menggunakan pelayanan publik menggnunggu hasil kerja dari
penyelenggara, sehingga tidak adanya disiplin kerja. Apabila hal itu dapat dipenuhi
masyarakat akan puas dan dampak kepuasan masyarakat terlihat apabila:
1. Masyarakat sangat menghargai kepada korps pegawai yang bertugas
dibidang pelayanan umum. Mereka tidak memandang ‘remeh’ dan mence-
mooh korps itu dan tidak pula berlaku sembarangan.
2. Masyarakat terdorong mematuhi aturan dengan penuh kesadaran tanpa
prasangka buruk, sehingga lambat laun dapat terbentuk sistem pengendalian
diri yang akan sangat efektif dalam ketertiban berpemerintahan dan berne-
gara.
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Menurut Davidow dalam Hakimi dan Sadad (2018)pelayanan adalah hal-hal
penerapan terhadap suatu produk yang akan meningkatkan daya atau nilai terhadap
pelanggan. Dibutuhkan instruktur pelayanan yang sangat baik untuk pelayanan
yang baik. Sedangkan menurut Boediono dalam Sitaria (2013), pelayanan meru-
pakan proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu dan memerlukan
kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptnaya kepuasan dan keberhasilan.
Penyelenggaraan pelayanan publik perlu menerapkan dan memperhatikan
prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi penyandang disabil-
itas, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan,
tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengad-
uan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63
Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar
pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:
1. Prosedur Pelayan
Prosedur pelayanan standar untuk memberikan dan penerima pelayanan ter-
masuk pengaduan.
2. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian waktu diatur dari saat pengajuan permohonan sampai
selesainya layanan.
3. Biaya Pelayanan
Biaya tarif untuk mendapatkan pelayanan termasuk rinciannya di tetapkan
dalam proses pemberi layanan.
4. Prosedur pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetap-
kan dalam proses pemberi layanan.
5. Sarana dan prasaranan
Penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyeleng-
gara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugasa pemberi layanan harus ditetapkan berdasarkan penge-
tahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan.
Standar Pelayanan Publik menurut UU No.25 tahun 2009 dalam pasal 1 ayat
7 disebutkan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang
berkualitas.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah
suatu rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk
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mendapatkan pelayanan yang berkualitas yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai
dengan perudang-undangan baik pelayanan berupa barang, jasa atau pelayanan ad-
ministrasi dan juga berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2.4 Pelayanan Pertanahan
2.4.1 Definisi Pelayanan Pertanahan
Pelayanan Pertanahan merupakan suatu usaha dan manajemen yang berkai-
tan dengan penyelenggaraan kebijaksaan pemerintah di bidang pertanahan de-
ngan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku Rusmadi dalam (Purwaningdyah dan Wahyudi, 2014).
Pelayanan pertanahan merupakan bagian dari pelayanan publik karena pelayanan
pertanahan merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan
dibidang pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Pelayanan Pertanahan adalah kebijakan dari negara sebagai sistem norma
kebijakan hukum pertanahan yang merupakan sarana merealisasikan kebijaksanaan
negara dalam bidang pertanahan (Sarno dkk., 2016). Pelayanan pertanahan dilak-
sanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan.
2.4.2 Kelompok Pelayanan Pertanahan
Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 tahun
2010 kelompok dan jenis pelayanan pertanahan sebagai berikut:
1. Pendaftaran Tanah Pertama Kali
(a) Konversi, Pengakuan, dan Penegasan Hak
Pada dasarnya proses pelayanan konversi, pengakuan dna penegasan
hak tanah adalah pendaftaran tanah secara sporadik yaitu pendaf-
taran yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Pendaftaran jenis ini pada dasarnya bertujuan untuk melakukan per-
mohonan pendaftaran tanah untuk permohonan pendaftaran hak lama
yang salah satunya adalah Girik. Hasil dari Konversi / Pengakuan dan
Penegasan adalah sertipikat Hak Milik.
(b) Pemberian Hak
Tujuan diadakannya pemberian hak atas tanah adalah agar lebih men-
garah kepada catur tertib dibidang pertanahan, yaitu tertib hukum per-
tanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib pemeliharaan pertana-
han dan tertib penggunaan pertanahan. Terdiri dari:
i. Hak Milik
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ii. Hak Guna Bangunan
iii. Hak Pakai
iv. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Dae-
rah/BUMN/BUMD
(c) Wakaf Wakaf dari Tanah Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan
dan Penegasan Hak) dan Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak
Tanah Wakaf)
i. Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)
P3MB/Prk.5
ii. Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
iii. Pemberian Hak Guna Usaha
2. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
(a) Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun
(b) Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah
Susun
(c) Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha
(d) Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
(e) Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
(f) Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan
(g) Pembaruan Hak Guna Usaha
(h) Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat
(i) Perubahan Hak Atas Tanah
(j) Pemecahan/ Penggabungan/Pemisahan Hak
(k) Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun,
dan Hak Tanggungan, karena:
i. Blanko Lama
ii. Hilang
iii. Rusak
(l) Hak Tanggungan
(m) Subrogasi (Perubahan Kreditur)
3. Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan
(a) Pencatatan
i. Blokir
ii. Sita
iii. Pengangkatan Sita
(b) Informasi Pertanahan
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i. Pengecekan Sertipikat
ii. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
iii. Informasi Titik Dasar Teknik
iv. Informasi Peta
4. Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah
(a) Pengukuran Bidang untuk Keperluan Pengembalian Batas
(b) Pengukuran dalam Rangka Kegiatan Inventarisasi/Pengadaan Tanah
(c) Pengukuran Atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk
Mengetahui Luas Tanah
(d) Pengukuran dalam Rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (To-
pografi)
5. Pelayanan Pengaturan dan Penataan Pertanahan
(a) Konsolidasi Tanah Swadaya
Konsolidasi Tanah merupakan kebijakan dari pelayanan pertanahan
mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam
rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber-
daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat
(b) Pertimbangan Teknis
i. Petimbangan Teknis Pertanahan
ii. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah
6. Pengelolaan Pengaduan
Pengelolaan pengaduan dilakukan terhadap suatu kasus pertanahan yang di-
ajukan atau diadukan kepada pihak kantor pertanahan dan ditangani ole-
h Badan Pertanahan Nasional yang menghasilkan solusi penyelesaian un-
tuk dapat dilaksanakan dengan pelayanan pengaduan dan informasi kasus.
Pengaduan disampaikan melalui loket pengaduan kemudian dilakukan reg-
ister terhadap pengaduan yang diterima untuk diproses, dan dilaksanakan
penyampaian informasi tersebut kepada pihak terkait.
2.5 Enterprise
TOGAF mendefinisikan Enterprise sebagai salah satu organsasi yang memi-
liki seperangkat tujuan. Sebagai contoh, suatu perusahaan seperti lembaga peme-
rintah, seluruh perusahaan, sebuah divisi dari korporasi, departemen, atau grup pe-
rusahaan dengan kepemilikan bersama pada The Open Group, 2011.
Istilah “Perusahaan” dalam konteks “Arsitektur Enterprise” merujuk kepa-
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da seluruh perusahaan yang meliputu semua informasi, layanan, teknologi, proses,
infrastruktur dan domain tertentu dalam perusahaan.
Enterprise dapat didefinisikan sebagai berikut (Riyadi dkk., 2015):
1. Enterprise adalah suatu organisasi yang menggunakan teknologi informasi
untuk melaksanakan misinya.
2. Kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan perintah guna mencapai
tujuan.
2.6 Arsitektur
Berikut definisi tentang arsitektur yaitu (purwanto, 2016);
1. Arsitektur (Architecture) merupakan komponen-komponen sebuah sistem
yang terdiri dari jaringan, perangkat keras dan lunak yang distrukturkan.
2. Rancangan keselurahan jenis konstruksi baik fisik maupun konteks, nyata
atau maya.
Dari pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa arsitektur pada
dasarnya menggambarkan bentuk konstruksi sistem yang diwujudkan dalam sebuah
model cetak biru (blueprint) yang dilihat dari beberapa sudut pandang.
2.7 Enterprise Architecture (EA)
Enterprice Architecture merupakan sebuah pendekatan untuk mengelola
kompleksitas struktur organisasi, lingkungan bisnis, dan sistem informasi yang
berbeda dan untuk memfasilitasi integrasi strategi, bisnis, data dan TI (Dang dan
Pekkola, 2017). EA memberikan gambaran beberapa model arsitektur yaitu; Ar-
sitektur bisnis, Arsitektur Informasi, Arsitektur Sistem informasi dan Arsitektur
Teknologi. EA juga menggambarkan kondisi organisasi saat ini, konsep visi masa
depan dan memberikan rencana transisi bagaimana mencapai visi masa depan kare-
na EA menyediakan pandangan holistik organisasi dna komponen dari struktur
berbeda (Dang dan Pekkola, 2017).
Arsitektur Enterprise terdiri dari dua kata yaitu, arsitektur yang berarti per-
ancangan dari suatu benda atau representasi dari gambaran obyek sehingga didap-
atkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas (Wiyana dan Winarno,
2015) dan Arsitektur digunakan untuk menstrukturkan sistem mencakup jaringan,
perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi dengan sebuah aturan dan
interface (Wiyana dan Winarno, 2015). Enterprise Architecture menjelaskan ele-
men model organisasi dan menunjukkan bagaimana organisasi terorganisir dan ter-
hubung serta bagaimana mereka berfungsi secara keseluruhan, EA menggambarkan
masa depan yang diinginkan organisasi (Majstorovic´ dan Terzic´, 2018).
Definisi Enterprise Architecture menurut Santoso dalam purwanto (2016)
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sebagai berikut:
1. Enterprise Architecture adalah sebuah pendefinisian sistem bisnis dengan
lingkungan bisnis yang seharusnya dan dapat berupa rancangan untuk men-
gelola dan mengoperasikan setiap komponen bisnis (misalnya: kebijakan,
operasional, infrastruktur dan informasi).
2. Enterprise Architecture adalah suatu Enterprise-wide mengintegrasikan k-
erangka kerja yang menyertakan: arsitektur bisnis (strategi, pengaturan, or-
ganisasi, proses). Arsitektur data/informasi, arsitektur alokasi (sistem) dan
arsitektur teknologi.
3. Enterprise Architecture adalah sebuah mekanisme untuk memastikan sum-
ber daya teknologi informasi suatu organisasi dapat sejalan dengan strategi
dari organisasi tersebut.
Berdasarkan definisi diatas maka lingkungan dari Enterprise Architecture adalah
sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup
(a) Level organisasi (Perusahaan, divisi, dan sebagainya)
(b) Level abstraksi (Sistem)
2. Organisasi
(a) Misi
(b) Sumber Daya Organisasi
(c) Keterhubungan (Relationshipe dengan Stakeholder organisaisi)
3. Kebutuhan (fungsional, sekuritas, performance, kemampuan pemeli-
haraan/maintenability, kemampuan adaptasi/adaptable, kegunaan / usabil-
ity)
4. Kemampuan staff dan fungsional.
5. Lingkungan Sistem
(a) Komponen ( Hardware, Software dan Brainware)
(b) Penghubung/ Interface
(c) Prinsip-prinsip Organisasi
2.8 TOGAF
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) adalah framework ar-
sitektur yang menyediakan metode, dan tools untuk membangun, mengelola dan
mengimplementasikan serta pemeliharaan arsitektur enterprise dan sistem infor-
masi. The Open Group Architecture Framework (TOGAF) memberikan rincian
bagaimana gambaran yang bersifat spesifik dalam sebuah proses pengembangan
enterprise architecture (Rozak dkk., 2017). TOGAF merupakan profil EA yang
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menyediakan metode dan alat untuk mendukung pengembang arsitektur (Proenc¸a
dan Borbinha, 2017). Menurut buku Guide TOGAf 9.1 TOGAF dikelola oleh Open
Group yang merupakan asosiasi industri indenpenden, kerangka TOGAf sebelum-
nya disebut TAFIM (Teknis Arsitektur Kerangka Informasi Manajemen).
Domain dari kerangka TOGAF yang mewakili komponen EA dijelaskan pa-
da Gambar 2.2.
1. Arsitektur Bisnis: Mendefinisikan strategi bisnis, manajemen dan proses
bisnis utama.
2. Arsitektur Data: Menggambarkan struktur logis dan fisik data serta sumber
daya manajemen data.
3. Arsitektur Aplikasi: Menyediakan sketsa aplikasi, hubungan serta interaksi
aplikasi terhadap proses bisnis organisasi.
4. Arsitektur Teknologi: Menjelaskan fungsi perangkat lunak dan perangkat
keras yang diperlukan untuk mendukung pengembangan dan penyebaran
bisnis, data serta layanan aplikasi termasuk TIK (Teknologi Infomasi Ko-
munikasi) infrastruktur, jaringan komputer, komunikasi, standar teknologi,
dll.
Gambar 2.2. Domain Kerangka TOGAF
TOGAF memiliki struktur dan komponen sebagai berikut yang dijelaskan
pada Gambar 2.3 (Setiawan, 2009):
1. Architecture Developement Method (ADM)
ADM merupakan bagian utama dari TOGAF yang memberikan gambaran
rinci bagaimana menentukan sebuah Enterprise Architecture secara spesifik
25
berdasarkan kebutuhan bisnisnya.
2. Foundation Architecture (Enterprise Continuum)
Foundation Architecture adalah sebuah “Framework-within-a-framework”
yang mana didalamnya tersedia gambaran hubungan untuk pengumpulan
arsitektur yang relevan, juga menyediakan bantuan petunjuk pada saat ter-
jadinya perpindahan abstraksi level yang berbeda. Terdapat tiga bagian pada
foundation architecture yaitu; Technical Reference Model, Standard Infor-
mation dan Building Block Information Base.
3. Resouce Base
Pada Resource Base terdapat informasi mengenai guidelines, templates,
checklist, latar belakang informasi dan detil material pendukung yang mem-
bantuk arsitek didalam penggunaan ADM.
Gambar 2.3. Komponen TOGAF (Setiawan, 2009)
2.9 TOGAF ADM
TOGAF ADM merupakan fitur penting yang sangat memungkinkan perusa-
haan dalam mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik
untuk memenuhi kebutuhan. Elemen penting dari TOGAF adalah Architecture
Development Method (ADM) yang memberikan gambaran spesifik untuk proses
pengembangan arsitektur. TOGAF ADM adalah metode umum yang biasa digu-
nakan berisi sekumpulan aktifitas yang mempresentasikan progresi dari setap fase
dan model arsitektur yang digunakan serta dibuat selama tahap pengembangan EA
(Kusbandono, 2016). Struktur dasar TOGAF ADM yang terdiri dari 8 fase. Siklus
pengembangan TOGAF ADM merupakan metodologi logis yang terdiri dari dela-
pan fase utama untuk pengembangan dan pemeliharaan yang terdiri dari business
architecture, data architecture, application architecture, dan technical architecture
dari organisasi. Fase-fase TOGAF ADM yaitu Gambar 2.4.
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Gambar 2.4. Fase TOGAF ADM (Desfray dan Raymond, 2014)
2.9.1 Preliminary Phase
Merupakan kegiatan persiapan dan inisiasi yang bertujuan untuk memenuhi
arahan bisnis untuk arsitektur perusahaan yang baru, pendefinisian framework dan
metodologi detail serta prinsip-prinsip yang akan digunakan pada pengembangan
EA. Fase Preliminary didefinisikan sebagai fase persiapan awal dalam merancan-
gan sebuah arsitektur enterprise dan mengkonfirmasi komitmen dari stakeholder,
penentuan framework dan metodologi yang digunakan (Riyadi dkk., 2015). Tujuan
dari fase ini adalah untuk mempersiapkan perusahaan untuk merealisasikan peker-
jaan arsitektur yang terdiri dari (Desfray dan Raymond, 2014);
1. Organisasi dan tata arsitektur
2. Prinsip-prinsip umum
3. Metode
4. Tools
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5. Fase ADM
2.9.2 Phase A: Architecture Vision
Menciptakan keseragaman pandangan mengenai pentingnya arsitektur en-
terprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strate-
gi serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. Pada taha-
pan ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan arsitek-
tur yang ideal seperti profil organisasi, visi dan misi organisasi, tujuan organisasi,
sasaran organisasi, proses bisnis organisasi, unit organisasi dan kondisi arsitektur
saat ini. Fase arsitektur visi memiliki tujuan yaitu (Desfray dan Raymond, 2014);
1. Mengembangkan dan memperkaya unsur-unsur yang telah didapatkan dari
preliminary phase seperti; prinsip-prinsip arsitektur, struktur organisasi atau
perencanaan kerja.
2. Mempersiapkan fase berikutnya dengan menyediakan representasi umum
dari baseline dan sasaran arsitektur.
2.9.3 Phase B: Business Architecture
Mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan model bisnis
atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Pada tahap ini
tools dan metode umum untuk pemodelan seperti: BPM, Use-case model dan Class
Model bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Tujuan dari fase
bisnis arsitektur sebagai berikut (Riyadi dkk., 2015);
1. Memilih sudut pandang terhadap arsitektur yang sesuai dengan bisnis serta
memilih teknik dan tools yang tepat
2. Mendeskripsikan arsitektur bisnis yang ada dengan target pengembanganya
serta analisis gap antara keduanya.
2.9.4 Phase C: Information System Architecture
Arsitektur sistem informasi menjebatani antara pandangan bisnis dan ter-
jemahan fisiknya, mendefinisikan komponen perangkat lunak yang terdiri dari a-
plikasi dan data yang mendukung realisasi kemampuan bisnis dan fungsi (Desfray
dan Raymond, 2014). Pada tahapan ini menekankan pada aktivitas bagaimana ar-
sitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi
dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digu-
nakan oleh organisasi. Information system architecture terdari dari 2 subfase yaitu;
1. Data Architecture (Arsitektur Data)
Arsitekur data memfokuskan bagaimana data digunakan untuk kebutuhan
fungsi bisnis, proses dan layanan. Arsitektur data mengidentifikasi enti-
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tas data, serta menggambarkan asosiasi data dengan proses dan skema data
yang dilakukan berdasarkan arsitektur bisnis yang ada dan aliran informasi
antar sistem didekomposisikan sebagai entitas data. Teknik yang bisa digu-
nakan dengan menggunakan diagram seperti: ER-Diagram, Class Diagram,
dan Object Diagram.
2. Application Architecture (Arsitektur Aplikasi)
Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan pertimbangan terhadap aplika-
si yang tersedia dan relavan dalam Enterprise Continuum yang kemudian
diusulkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Arsitek-
tur aplikasi mendefinisikan kebutuhan aplikasi yang direncanakan dengan
menggunakan Application Portfolio Catalog, serta menitik beratkan pada
model aplikasi yang akan dirancang. Teknik yang bisa digunakan meliputi:
Application Communication Diagram, Application and User Location Dia-
gram dan lainnya.
2.9.5 Phase D: Technology Architecture
Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan
jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan Technology Port-
folio Catalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Fase arsitek-
tur mendefinisikan infrastruktur, komponen perangkat lunak dan platform untuk
aplikasi dan sumber data (Desfray dan Raymond, 2014). Tujuan dari fase arsitek-
tur teknologi yaitu mengembangkan target arsitektur teknologi yang diinginkan s-
esuai dengan arsitektur data dan aplikasi meliputi; perangkat lunak (software) dan
perangkat keras (hardware) (Sulandari, 2015)
Tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif yang diperlukan dalam
pemilihan teknologi yang diinginkan. Teknik yang digunakan meliputi Environ-
ment and Location Diagram, Network Computing Diagram, dan lainnya.
2.9.6 Phase E: Oppurtunites and Solutions
Tahapan ini menekankan manfaat dari arsitektur enterprise yang meliputi
arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. Per-
timbangan ini menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan ar-
sitektur yang akan digunakan. Fase oppurtunities and solutions bertujuan untuk
mengevaluasi dan memilih cara pengimplementasi, mengidentifikasi parameter s-
trategis untuk perubahan, perhitungan cost dan benefit dari proyek serta meng-
hasilkan rencana implementasi secara keseluruhan (Riyadi dkk., 2015). Teknik
pemodelan yang dipakai dalam rancangan menggunakan teknik Project Context Di-
agram dan Benefit Diagram.
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2.9.7 Phase F: Migration Planning
Pada tahapan ini dilakukan penilaian untuk menentukan rencana migrasi
dari suatu sistem informasi. Teknik yang digunakan untuk pemodelannya dengan
matrik penilaian dan keputusan terhadap kebutuhan utama dan pendukung dalam
organisasi. Fase migration planning memiliki tujuan untuk memilih urutan proyek
implementasi yang menjadi prioritas. Aktivitas pada fase ini mencakup penilaian
terhadap ketergantungan, manfaat serta biaya yang dikeluarkan pada proyek mi-
grasi.
2.9.8 Phase G: Implemention Governance
Pada fase ini proyek implementasi akan dilaksanakan sebagai program ren-
cana kerja serta pengelolaan proyek dimaksudkan untuk mencapai keberhasilan
suatu arsitektur yang diinginkan. Menyusun rekomendasi pelaksanaan tata kelola
teknologi informasi yang sudah dilakukan meliputi tata kelola organisasi, tata kelola
teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Pemetaaan dari tahapan ini bisa ju-
ga dipadukan dengan framework yang digunakan untuk tata kelola seperti COBITS
dari IT Governance Institute (ITGI) atau menggunakan panduan umum tata kelola
teknologi informasi sesuai Permenkominfo nomor: 41/Per/Men.Kominfo/11/2007
untuk instansi pemerintah.
2.9.9 Phase H: Architecture Change Management
Menentukan prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur baru dengan
tujuan memastikan bahwa siklus hidup arsitektur dipertahankan. Tahapan ini mene-
tapkan bahwa tata kelola kerangka kerja arsitektur dijalankan dan memastikan ke-
mampuan arsitektur perusahaan memenuhi persyaratan saat ini. Fase architecture
change management bertujuan memastikan arsitektur mencapai target bisnis serta
untuk menetapkan atau menentukan proses manajemen perubahan arsitektur yang
baru. Proses pada fase ini yaitu menyediakan monitoring berkelanjutan salah sat-
unya pengembangan teknologi baru dan menetukan apakah akan dilakukan siklus
pengembangan terhadap enterprise architecture berikutnya.
2.9.10 Requirement Managements
Requirement management merupakan proses pengelolaan kebutuhan dar-
i arsitektur untuk seluruh fase TOGAF ADM. Tujuan pada fase ini yaitu untuk
menentukan kebutuhan arsitektur. Kebutuhan data yang dikembangkan pada fase
ini meliputi, Scenario Aktivitas, proses bisnis atau alur aktivitas, Organization Is-
sue ( permasalahan dalam organisasi) dan Process Business (penjelasan sistem yang
sedang berjalan pada organisasi). Menguji proses pengelolaan architecture require-
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ments sepanjang siklus ADM berlangsung.
2.9.11 Kelebihan dan Kekurangan TOGAF
TOGAF memiliki kelebihan dan kekurangan diantaranya yaitu:
1. Kelebihan TOGAF
(a) TOGAF bersifat open source dan fleksibel untuk digunakan.
(b) TOGAF memiliki sifat yang sistematis
(c) Focus TOGAF yaitu pada siklus implementasi dan proses
(d) Area teknis arsitektur
(e) Komponen Recource base menyediakan material referensi
(f) TOGAF melibatkan banyak pihak terutama industri sehingga TOGAF
banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata.
2. Kekurangan TOGAF
(a) TOGAF tidak memiliki templates standart untuk seluruh domain.
(b) TOGAF tidak menyediakan artefak yang dapat digunakan ulang (ready
made).
2.10 Tools Perancangan Architecture
Berikut ini adalah tools perancangan architecture sistem informasi
pelayanan publik pada BPN Kota Pekanbaru;
2.10.1 Value Chain
Rantai Nilai (Value Chain) merupakan istilah yang menggambarkan cara
untuk memandang suatu perusahaan atau organisasi sebagai rantau aktivitas yang
mengubah input menjadi output yang bernilai bagi stakeholder (Setiyowati, 2013).
Rantai nilai ini berasal dari aktifitas-aktifitas yang dilakukan, mulai dari bahan
baku sampai ke tangan konsumen, termasuk juga pelayanan purna jual (Shank and
Govindarajan dalam Wisdaningrum (2013)). Analisis Value Chain dilakukan un-
tuk memetakan seluruh proses bisnis yang ada pada BPN Kota Pekanbaru yang
dibedakan menjadi dua aktivitas yaitu, aktivitas utama dan aktivitas pendukung
(Agasia dan Kasma, 2018).
Kegiatan-kegiatan di organisasi terdiri dari sembilan kegiatan-kegiatan atau
aktivitas. Kesembilan aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi dua aktivitas besar
yaitu, empat aktivitas pendukung dan lima aktivitas utama. Empat aktivitas pen-
dukung terdiri dari infrastruktur perusahaan (Management And Administrative Ser-
vice), manajemen sumber daya manusia (Human Resource Management), pengem-
bangan teknologi (Technology Development) dan pengadaan barang (Procurement).
Lima aktivitas utama terdiri dari penangannan dan penyimpanan bahan mentah (In-
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bound Logistic), operasi, penanganan dan penyimpanan bahan jadi (Outbound Lo-
gistic), penjualan dan pemasaran (Marketing and Sales) dan pelayanan purna jual.
Berikut ini adalah contoh dari value chain Gambar 2.5.
Gambar 2.5. Value Chain
2.10.2 Gap Analysis
Gap analysis merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi proses bisnis pada organisasi ataupun perusahaan (Setiyowati, 2013).
Gap analysis atau analisis kesenjangan merupakan salah satu langkah pada tahap
perencanaan maupun pada tahap evaluasi. Gap analysis dilakukan dengan cara
membuat tabel analisis dengan membandingkan kondisi arsitektur saat ini dengan
target arsitektur yang akan menghasilkan suatu analisa kebutuhan-kebutuhan TI.
2.10.3 Stakeholder Map Matrik
Stakeholder map matrik bertujuan untuk menidentifikasi stakeholder yang
terlibat pada proses bisnis pelayanan pertanahan dan aktivitas utama serta aktivitas
pendukung pada BPN Kota Pekanbaru (Karunia, 2015). Kolom pada matrik terdiri
dari aktivitas dan stakeholder yang ada pada BPN Kota Pekanbaru. Fill pada kolom
matrik menandakan siapa saja stakeholder yang terlibat pada aktivitas pelayanan
pertanahan BPN Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah contoh dari Stakeholder Map
Matrik Gambar 2.6.
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Gambar 2.6. Contoh Stakeholder Map Matrik
2.10.4 UML Diagram
UML adalah singkatan dari Unifield Modeling Languege yang merupakan
salah satu standar bahasa yang paling banyak digunakan untuk mendefinisikan
requirement atau kebutuhan, membuat analisis dan design sistem informasi serta
menggambarkan arsitektur informasi dalam pemograman berorientasi objek (Putra
dan Andriani, 2019). UML juga memiliki arti sebagai metodologi dalam mengem-
bangkan sistem informasi berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk men-
dukung pengembangan sistem (Hendini, 2016).
1. Use Case Diagram
UML adalah singkatan dari Unifield Modeling Languege yang merupakan s-
tandar bahasa yang paling banyak digunakan dalam mendefinisikan require-
ment atau kebutuhan, membuat analisis dan design sistem informasi serta
menggambarkan arsitektur informasi dalam pemograman berorientasi ob-
jek (Putra dan Andriani, 2019). UML juga memiliki arti sebagai metodologi
yang dapat dinukanan untuk mengembangkan sistem informasi berorientasi
objek serta merupakan alat yang digunakan untuk mendukung pengembang-
an sistem (Hendini, 2016).
2. Class Diagram
Class diagram yaitu gambaran struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-
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kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem informasi (Putra dan An-
driani, 2019). Class diagram menghubungkan kelas dan memberikan pen-
jelasan tiap-tiap kelas pada desain dari suatu sistem serta memberikan pen-
jelesan terhadap aturan dan tanggung jawab entitas (Hendini, 2016). Class
diagram juga mendefinisikan atribut dan operasi pada sebuah kelas dan con-
straint yang memiliki hubungan terhadapa objek yang dikoneksikan.
(a) Kelas
Merupakan salah satu elemen terpenting pada sistem berorientasi ob-
jek. Kelas memiliki sejumlah fitur yang dapat memodelkan multipisi-
tas, ketampakan, penanda, polymorphism.
(b) Antarmuka (Interfaces)
Merupakan operasi yang menspesifikasikan layanan dari suatu kompo-
nen atau kelas. Antaramuka mendiskripsikan perilaku secara eksternal
dari elemen kelas.
(c) Kolaborasi
Adalah pendefinisian suatu interaksi pada sekolompok peran dan ele-
men yang bekerja secara bersama untuk menyediakan suatu perilaku
kooperatif yang lebih besar dari penjumlahan seluruh elemen.
(d) Hubungan (Relationship)
Hubungan memiliki makna generalisasi, kebergantungan, dan asosiasi.
Hubungan yang dimiliki kelas diagram beraneka ragam, yaitu:
i. Asosiasi
ii. Generalisasi
iii. Dependensi
2.10.5 Blueprint
Blueprint diangkat sebagai salah satu patokan untuk memberikan guidance
terhadap alur pelayanan dan sebagai standar pelayanan yang menggambarkan se-
buah alur yang digunakan sebagai pedoman layanan (Kusuma dkk., 2018). Sedan-
gkan menurut (Fauzi, 2019) Blueprint adalah suatu gambar rancangan atau sketsa
dari suatu objek dalam bentuk 2 memungkinkan kita menjadikan blueprint seba-
gai acuan dan modal utama untuk membangun objek 3D dengan sangat detail dan
dikarenakan juga tekstur atau bentuk objek 3D hanya mengikuti sketsa yang dita-
mpilkan dari blueprint.
Blueprint IT merupakan arsitektur enterprise berupa dokumen tata kelola or-
ganisasi dalam rentang waktu tertentu, dimana didalamnya blueprint tersebut berisi
pedoman kebutuhan sistem informasi dan perencanaan strategis organisasi dalam
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mengimplementasikan dan membangun sistem informasi (Widodo dan Suharjito,
2017). Pembuatan blueprint IT merupakan suatu langkah dasar yang sangat dibu-
tuhkan untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi maupun instan-
si dalam pengembangan dan implementasi SI/TI yang baik dan terarah (Widodo
dan Suharjito, 2017). Blueprint IT pada intinya berisi rencana strategis perusa-
haan dalam mengimplementasikan dan membangun sistem informasi di Perusahaan
ataupun instasi pemerintahan. Pada blueprint IT terdapat pedoman sistem infor-
masi yang dibutuhkan intansi seperti apa yang diperlukan perusahaan (Widodo dan
Suharjito, 2017).
2.11 Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)
Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik bidang pertanahan ser-
ta pelaksanaan tugas serta fungsi dilingkungan Kementrian Agraria dan Tata Ru-
ang/Badan Pertanahan Nasional dibentuklah sebuah aplikasi yaitu Komputerisasi
Kantor Pertanahan (KKP). Pada tahun 2009 saat kontrak aplikasi Land Office Com-
puterization (LOC) dan Standing Alone System (SAS) dengan CIMSA yang meru-
pakan perusahaan TI dari Spanyol berakhir maka dimulai perombakan atas sistem,
aplikasi dan basisdata. Mengadopsi Land Administation Domain Model (LADM,
ISO-19152) sebagai struktur inti basis data maka dibentuk lah aplikasi Komputer-
isasi Kantor Pertanahan (KKP) yang dibangun berbasis web dan basis data yang
terpusat pada kantor pusat yaitu BPN RI.
Aplikasi KKP di kembangkangkan secara bertahap yang pertama yaitu
KKP-Dekstop yang menandai transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan
Kantor Pertanahan (Kantah). Selanjutnya dikembangkan aplikasi Geo-KKP yang
bertujuan menyediakan informasi yuridis atau tekstual dalam satu sistem referen-
si koordinat bidang tanah. Semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat dan pe-
merintah yang berkaitan dengan informasi pertanahan yang realtime maka dikem-
bangkagkan lah aplikasi KKP berbasis Website (KKP-Web) yang memanfaatkan
teknologi web-service.
Berdasarkan surat edaran nomor 5/SE-100/I/2015 tentang “Penggunaan A-
plikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan” tujuan aplikasi KKP yaitu sebagai
berikut;
1. Memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pertanahan
2. Meningkatkan mutu layanan dasar publik bidang pertanahan
3. Meningkatkan integritas dan predikat persepsi anti korupsi Kementrian A-
graria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
4. Memodernisasi layanan dan tata kelola Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan.
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2.12 Pendaftaran Mandiri Akta Tanah (PERMATA)
Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian Agraria dan Tata Ru-
ang Kota Pekanbaru telah melakukan peresmian terhadap program Layanan terbaru
Pendaftaran Mandiri Akta Tanah (Permata) Kamis, (22/1/2015) di halaman kantor
BPN Pekanbaru jalan pepaya. Program ini dibuat untuk mempercepat pelayanan
pertanahan sehingga pelaksanaan dalam pelayanan pertanahan lebih mudah.
Program Permata memiliki tujuan untuk mengurangi kepadatan antrian pa-
da loket pelayanan di kantor pertanahan kota pekanbaru dan untuk mengurangi
lamanya pelayanan pertanahan yang berkaitan dengan akta PPAT di loket pelayanan
yang melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) supaya berperan aktif dengan
cara melaksanakan pendaftaran online pada aplikasi Permata (Nugroho dan Yullian-
i, 2017). Saat ini program Permata ditujukan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah,
kedepannya diharapakan melibatkan pihak lain seperti masyarakat atau pemohon.
Program Permata ini ditujukan untuk PPAT dikarenakan permohonan yang masuk
saat ini ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru lebih banyak melibatkan PPAT untuk
melakukan proses pelayanan pertanahan. Berikut adalah tahapan PPAT menyer-
ahkan berkas di Kantor Pertanahan (Nugroho dan Yulliani, 2017):
1. Pegawai PPAT melaksanakan input data atau entry berkas/data peralihan hak
atas tanah dari kantor PPAT melalui PPAT Online.
2. Setelah mengambil nomor antrian, selanjutnya berkas tersebut didaftarkan
di loket penerimaan berkas (loket 2) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
(tidak diperlukan lagi input/entry data) karena sudah online. Petugas pener-
ima berkas hanya mencetak bukti surat tanda terima berkas.
3. Petugas loket 2 akan melaksanakan validasi dari berkas yang sudah didaftar
melalui PPAT online tersebut, selanjutnya petugas loket 2 akan mencetak
SPS (surat perintah setor).
4. Loket 3 melaksanakan pembayaran, cetak kwitansi dan selanjutnya adalah
proses ( sebagaimana SOP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Kepala BPN RI No 1 tahun 2010). Dengan PPAT online tersebut, estimasi
waktu yang biasanya lama, sekarang hanya perlu beberapa menit saja.
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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Alur Penelitian
Pada penelitian yang dilakukan ada tahapan atau langkah-langkah yang di-
lakukan oleh peneliti mulai dari proses pengumpulan data sampai didapatkannya
hasil akhir pada penelitian tugas akhir. Gambar 3.1 proses dalam melakukan peneli-
tian.
Gambar 3.1. Alur Metodologi Penelitian
3.2 Langkah-Langkah Metodologi Penelitian
3.2.1 Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan adalah tahap dalam merencanakan penelitian, mulai dari
penentuan judul, penentuan data penelitian serta tujuan yang ingin dicapai dari suatu
penelitian. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah;
1. Identifikasi Masalah
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan identifikasi masalah yaitu,
melakukan observasi ke tempat penelitian yakni BPN Kota Pekanbaru untuk
mengamati dan mengidentifikasi proses bisnis pelayanan pada BPN Kota
Pekanbaru yang sedang berjalan saat ini.
2. Menentukan Judul Penelitian
Setelah melakukan pengamatan pada objek penelitian maka penulis menen-
tukan tujuan penelitian berdasarkan masalah yang akan diteliti yaitu arsitek-
tur pengembangan sistem informasi pelayanan di BPN Kota Pekanbaru.
Judul yang dibahas pada penelitian ini yaitu, Rancangan Enterprise Archi-
tecture Sistem Informasi Pelayanan Publik BPN Kota Pekanbaru menggu-
nakan TOGAF ADM.
3. Penentuan Tujuan
Tahapan penentuan tujuan memiliki fungsi untuk memperjelas tentang apa
saja yang menjadi sasaran dan tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari peneli-
tian ini adalah untuk merancang arsitektur SI/TI dan Blueprint Enterprise
Architecture sistem informasi pelayanan publik BPN Kota Pekanbaru.
3.2.2 Tahap Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
Pengumpulan data pada penulisan ini diperoleh melalui cara berikut ini:
1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah:
(a) Observasi
Observasi dilakukan pada Loket Pelayanan BPN Kota Pekanbaru
untuk mengamati keadaan sesuai dengan topik yang diteliti yaitu
pelayanan pertanahan proses observasi dapat dilihat pada Lampiran
B. Observasi dilakukan pada:
Observasi Pertama: Senin, 14 Januari 2019
Observasi Kedua: Rabu, 27 Febuari 2019
(b) Wawancara Proses pengumpulan data dengan wawancara yang bertu-
juan untuk mengetahui tentang permasalahan yang timbul. Hasil dari
wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada Lam-
piran A. Pihak yang diwawancara oleh penulis untuk pengumpulan
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data adalah:
i. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian
ii. KASUBAG TU
iii. Seksi Penetapan Hak Tanah Pemberdayaan Tanah Masyarakat
(c) Studi Literatur Studi literatur yang digunakan dalam penelitan in-
i meliputi;
i. Jurnal Nasional yang berkaitan dengan perencanaan dan peran-
cangan enterprise architecture dan pelayanan publik pada BPN
Kota Pekanbaru
ii. Jurnal Internasional yang berhubungan dengan Enterprise Archi-
tecture, Penggunan TOGAF dan Enterprise Architecture Publik
iii. E-book atau Buku yang menjelaskan tentang Pelayanan Publik,
Enterprise Architecture, TOGAF dan TOGAF ADM.
2. Data Primer dan Data Sekunder
Dalam pengumpulan data penelitian memiliki data primer serta data sekun-
der sebagai berikut:
(a) Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh penulis langsung dari ob-
jek penelitian yaitu BPN Kota Peknbaru yang meliputi:
i. Data dari ATR/BPB Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru seperti
rencana strategis (Renstra) dan Surat Edaran pengembangan Sis-
tem
ii. Data hasil wawancara
(b) Data Sekunder
Data sekunder didapatkan dari buku ataupun e-book, serta jurnal ilmi-
ah yang sesuai dengan topik penelitian penulis sehingga dapat di-
jadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian.
3. Tahap Pengolahan Data
Tahapan pengolahan data dilakukan terhadap data yang telah didapatkan
dari hasil pengumpulan data sebelumnya. Data yang telah didapatkan beru-
pa; data hasil wawancara, data hasil observasi, kondisi SI/TI pada BPN Kota
Pekanbaru dan data dari studi literatur. Pengolahan data dilakukan menggu-
nakan Stakeholder Map Matrik.
3.2.3 Tahap Analisis
Tahap analisis penulis akan melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Analisa Kondisi saat ini
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Pada tahap analisis ini penulis akan melakukan analisa terhadap kondisi saat
ini yang ada di BPN Kota Pekanbaru meliputi kondisi bisnis, SI/TI dan da-
ta. Analisis dilakukan menggunakan analisis proses bisnis dan flowchart
(diagram alir) berdasarkan data primer yaitu data hasil dari wawancara dan
dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi pelayanan BPN Kota
Pekanbaru.
2. Analisis Value Chain
Analysis value chain dilakukan untuk memetakan aktivitas bisnis utama
dan aktivitas pendukung yang ada pada BPN Kota Pekanbaru. Analisis i-
ni menggunakan data hasil wawancara proses bisnis dan studi literatur yang
telah dilakukan.
3. Analisa Kesenjangan (Gap Analysis)
Setelah didapatkan hasil dari analisis kondisi saat ini pada BPN Kota Pekan-
baru dan mengetahui aktivitas bisnis maka penulis akan membuat anali-
sis kesenjangan menggunakan tools Gap Analysis antara arsitektur saat i-
ni dengan arsitektur yang menjadi target pengembangan sistem informasi
pelayanan BPN Kota Pekanbaru.
3.2.4 Tahap Perancangan Enterprise Architecture
Tahap perancangan enterprise architecture akan dilakukan pemodelan ter-
hadap arsitektur enterprise mengacu pada sebuah EA framework yaitu The Open
Group Architecture Framework - Architecture Development Method (TOGAF - AD-
M). Adapun tahapan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan analisis dan
perancangan serta merancang usulan perbaikan arsitektur enterprise menggunakan
TOGAF ADM yang berfokus pada Phase A hingga Phase F: Preliminary Phase –
Oppurtunities and Solutions.
1. Preliminary Phase
Fase premilinary merupakan persiapan dan perencanaan arsitektur enter-
prise. Langkah perencanaan yang dilakukan pada tahap ini adalah;
(a) Menentukan prinsip perancangan arsitektur sebagai pengembangan ar-
sitektur menggunakan tools principle catalog.
(b) Menentukan ruang lingkup perancangan arsitektur (what)
(c) Menentukan aktor yang terlibat dalam perancangan arsitektur (who)
(d) Menentukan lokasi perancangan enterprise architecture (where)
(e) Menentukan target penyelesaian arsitektur (when)
(f) Menetapkan mengapa melakukan perancangan arsitektur sistem infor-
masi pelayanan publik (why)
40
(g) Mengidetinfikasi framework yang akan digunakan untuk merancang
enterprise architecture sistem informasi pelayanan publik pada BPN
Kota Pekanbaru (how)
2. Requirements Managements
Pada fase ini akan dilakukan analisis terhadap kebutuhan user pada BPN
Kota Pekanbaru. Fase requirements management bertujuan untuk mengelo-
la serta menganalisis kebutuhan arsitektur pada seluruh fase TOGAF ADM.
Langkah-langkah yang dilakukan pada fase ini adalah;
(a) Menentukan bisnis utama (Core Business) pada BPN Kota Pekanbaru
(b) Mengidentifikasi permasalah pada palayanan Pertanahan BPN Kota
Pekanbaru menggunakan teknik organization issue
(c) Membuat solusi aktivitas dari identifikasi permasalahan pada BPN Ko-
ta Pekanbaru
3. Phase A: Architecture Vision
Fase arsitektur visi akan menentukan kebutuhan untuk mengembangkan
arsitektur enterprise dan menentukan visi asitektur dari sistem informasi
pelayanan publik BPN Kota Pekanbaru. Tools yang digunakan pada fase ini
yaitu, Value Chain dan Stakeholder Map Matrik. Tahapan yang dilakukan
pada fase arsiektur visi:
(a) Mendefinisikan visi dan misi BPN Kota Pekanbaru
(b) Mendefinisikan Visi Arsitektur ( Bisnis, Data, Aplikasi, dan Teknolo-
gi)
(c) Melakukan analisis value chain pada BPN Kota Pekanbaru dan menen-
tukan target dari analisis value chain
(d) Membuat usulan perbaikan struktur organisasi yang ada pada BPN Ko-
ta Pekanbaru
(e) Mendefinisikan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas
bisnis pelayanan pertanahan pada BPN Kota Pekanbaru
(f) Menentukan hubungan stakeholder dengan aktivitas utama dan aktivi-
tas pendukung menggunakan stakeholder map matrik
(g) Membuat rancangan arsitektur visi BPN Kota Pekanbaru
4. Phase B: Business Architecture
Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi
arsitektur yang telah disepakati. Pada fase ini menentukan model aktivitas
yang diinginkan BPN Kota Pekanbaru di masa yang akan datang melalui
sudut pandang organisasi. Pada tahap ini tools yang digunakan adalah Uni-
fied Modeling Language (UML) dan Flowchart.
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Langkah-langkah yang dilakukan pada fase ini yaitu;
(a) Melakukan analisis terhadapa proses bisnis yang ada saat ini pada BPN
Kota Pekanbaru dengan membuat flowchart (diagram alir)
(b) Melakukan pemetaan layanan bisnis, proses bisnis dan fungsi bisnis
pada aktivitas pelayanan pertanahan BPN Kota Pekanbaru menggu-
nakan tools archimate
(c) Membuat rancangan arsitektur bisnis BPN Kota Pekanbaru menggu-
nakan flowchart (diagram alir)
5. Phase C: Informations System Architecture
Fase ini bertujuan untuk membuat pemodelan arsitektur sistem informasi.
Fase ini terdiri dari 2 (dua) arsitektur, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur
data.
(a) Data Architecture (Arsitektur Data)
Arsitektur data digunakan untuk merancang database yang akan digu-
nakan dalam mengembangkan sistem informasi pelayanan publik BPN
Kota Pekanbaru. Pada fase ini tools yang digunakan yaitu, Class Di-
agram dan Data Dessimination Diagram. Untuk fase arsitektur data
diuraikan beberapa tahapan sebagai berikut;
i. Mengidentifikasi struktur data yang diperlukan setiap aplikasi
Pelayanan Pertanahan BPN Kota Pekanbaru.
ii. Melakukan analisis data saat ini pada sistem informasi pelayanan
publik BPN Kota Pekanbaru
iii. Membuat usulan rancangan arsitektur data menggunakan class di-
agram.
(b) Application Architecture (Arsitektur Aplikasi)
Pada fase arsitektur aplikasi yang akan dirancang pada BPN Kota
Pekanbaru. Tools yang digunakan pada fase ini adalah Application
Portofolio Catalog dan Use Case Diagram. Langkah-langkah yang
dilakukan pada fase ini yaitu;
i. Melakukan analisis kondisi arsitektur aplikasi saat ini pada BPN
Kota Pekanbaru
ii. Mengidentifikasi aplikasi saat ini yang ada pada BPN Kota Pekan-
baru menggunakan application portofolio catalog
iii. Membuat rancangan arsitektur aplikasi usulan dengan membuat
kandidat aplikasi serta mendefinisikan kandidat aplikasi usulan
6. Phase D: Technology Architecture
Fase arsitektur teknologi memiliki tujuan untuk mengidentifikasikan plat-
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form teknologi yang digunakan serta mengidentifikasi penggunaan platform
teknologi yang digunakan saat ini oleh Sistem Informasi Pelayanan Pub-
lik BPN Kota Pekanbaru, serta merancang usulan platform teknologi yang
dibutuhankan oleh Sistem Informasi Pelayanan BPN Kota Pekanbaru. Tools
yang digunakan meliputi Environment and Location Diagram, Technology
Portofolio Catalog.
Tahapan yang dilakukan pada fase ini adalah;
(a) Mengidentifikasi sarana dan prasarana TI yang digunakan saat ini oleh
BPN Kota Pekanbaru
(b) Memodelkan konfigurasi jaringan awal pada BPN Kota Pekanbaru
(c) Membuat konfigurasi jaringan usulan pada BPN Kota Pekanbaru
(d) Menentukan kebutuhan TI BPN Kota Pekanbaru berupa platform, kon-
figurasi hardware dan software menggunakan technology portofolio
catalog dan berdasarkan analisis kebutuhan jaringan
7. Phase E: Oppurtunities and Solutions
Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur
saat ini dan tujuan, indentifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan un-
tuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasikan sebagai pe-
ngembangan baru atau penggunaan Sistem Infomasi Pelayanan Publik BPN
Kota Pekanbaru. Tools yang digunakan adalah Project Context Diagram dan
Gap Analysis. Adapun tahapan yang dilakukan pada fase ini adalah:
(a) Melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis terhadap rancangan
arsitektur yang telah dibangun (arsitektur bisnis, arsitektur data, ar-
sitektur aplikasi dan arsitektur teknologi)
(b) Membuat matrik analisis gap terhadap arsitektur untuk mengetahui
komponen mana yang harus dipertahankan dan diganti.
3.2.5 Tahap Dokumentasi
Pada tahap dokumentasi akan dilakukan pendokumentasikan terhadap per-
ancangan arsitektur enterprise menggunakan The Open Group Architecture Frame-
work Architecture Development Method (TOGAF ADM) berupa laporan tugas akhir
yang menghasilkan rancangan arsitektur usulan dan blueprint arsitektur sistem in-
formasi pelayanan publik pada BPN Kota Pekanbaru dan Dokumen Rokemendasi
rancangan SI/TI sistem informasi pelayanan publik pada BPN Kota Pekanbaru.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari analisis dan perancangan enterprise architecture sis-
tem informasi pelayanan publik pada BPN Kota Pekanbaru menggunakan TOGAF
ADM, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Rancangan arsitektur sistem informasi pelayanan pertanahan menambahkan
3 (tiga) aplikasi tambahan untuk mendukung aktivitas bisnis pelayanan per-
tanahan yaitu; Sistem informasi Pendaftarann Layanan Pertanahan Online,
Aplikasi Surat tugas dan Aplikasi Pengelolaan Pengaduan.
2. Rancangan Arsitektur teknologi pada BPN Kota Pekanbaru saat ini belum
menerapkan manajemen jaringan. Usulan perbaikan pada arsitektur
teknologi yaitu pengembangan sistem manajemen jaringan untuk men-
dukung aktivitas bisnis dan sistem informasi serta melakukan upgrade fa-
silitas TI.
3. Perancangan blueprint (cetak biru) sistem informasi pelayanan publik pa-
da BPN Kota Pekanbaru terdiri dari visi arsitektur, ruang lingkup, arsitek-
tur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data serta arsitektur teknologi yang
membantu proses pengembangan arsitektur sistem informasi.
5.2 Saran
Agar perancangan enterprise architecture pada BPN Kota Pekanbaru dapat
bermanfaat maka ada beberapa saran untuk hasil perancangan EA ini adalah:
1. BPN Kota Pekanbaru dapat mempertimbangkan usulan perbaikan arsitektur
SI/TI dan blueprint yang dirancang menggunakan TOGAF ADM sebagai
acuan dalam mengembangkan sistem informasi pelayanan publik selanjut-
nya.
2. Untuk mengembangkan enterprise architecture selanjutnya diharapkan
menggunakan seluruh fase pada TOGAF ADM dan dilanjutkan sampai fase
tata kelola teknologi informasi dan fase manajemen perubahan agar pengim-
plementasian arsitektur pada BPN Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan
efektif.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan membuat pengukuran ROI (Return
Of Invesment) sebagai analisis biaya investasi dan acuan biaya yang harus
dikeluarkan perusahaan untuk seluruh proses perencanaan strategis sistem
informasi pelayanan publik.
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LAMPIRAN A
HASIL WAWANCARA
A.1 Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan
Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat
A - 2
Draft Wawancara
Narasumber : Gita Nova Syari., S.T,. M.H
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah Dan Pemberdayaan Hak
Tanah Masyarakat
Waktu : 14 Januari
Lokasi : Ruangan Sub Seksi Penetapan Tanah BPN Kota Pekanbaru
Hasil Wawancara:
1. Apakah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sudah memiliki blueprint atau
dokumen teknologi?
Jawaban:
Sudah ada
2. Bagaimana proses pelayanan publik yaitu pelayanan pertanahan pada kantor
pertanahan kota pekanbaru?
Jawaban:
Proses layanan pertanahan dapat dilihat pada PERKABAN nomor 01 Tahun
2010
3. Apa saja kendala yang dialami dalam melakukan pelayanan pertanahan?
Jawaban:
(a) Tidak lengkapnya berkas pendaftaran pelayanan
(b) Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurusan tanah
(c) Surat tugas belum terakomodasikan sehingga berkas-berkas tidak ber-
jalan efektif
4. Apakah sudah ada sistem pelayanan pertanahan berbasis teknologi infor-
masi?
Jawaban:
Sudah
5. Apa saja sistem informasi tersebut?
Jawaban:
(a) KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan)
(b) Aplikasi Sentuh Tanahku
(c) PERMATA
(d) Website Profil
6. Bagaimana relasi sistem informasi tersebut terhadap proses bisnis saat ini?
Jawaban:
Sistem informasi yang ada belum terintegrasi
7. Apa kendala yang dialami oleh sistem informasi yang ada?
Jawaban:
(a) Sistem yang terpusat dan hanya dipusat saja sistem dapat dilakukan
maintenance
(b) Website profil tidak menampilkan informasi mengenai pelayanan per-
tanahan
(c) Berkas belum digital
(d) Cek online sertifikat hanya bisa diakses oleh pegawai PPAT sehingga
pemohon yang ingin mengecek sertipikat nya harus mendatangi kantor
pertanahan
(e) aplikais sentuh tanahku tidak memberikan informasi sesuai dengan tu-
juan dan fungsi aplikasi dibangun
8. Teknologi apa saja yang sudah diterapkan dalam melakukan proses bisnis
pelayanan pertanahan?
Jawaban:
Pada setiap bagian sudah menggunakan komputer pc/laptop, printer, scanner
dan GPS untuk melakukan pengukuran.
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A.2 Hasil Wawancara dengan Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian
Draft Wawancara
Narasumber : Erlinawati., S.H
Jabatan : Kepala Urusan Umum dan Kepagawaian
Waktu : 10 April 2019
Lokasi : Ruangan Tara Usaha BPN Kota Pekanbaru
Hasil Wawancara
1. Seperti apa struktur organisasi pada BPN Kota Pekanbaru?
Jawaban: Gambar A.1 merupakan struktur organisasi BPN Kota Pekanbaru
saat ini.
Gambar A.1. Struktur Organisasi BPN Kota Pekanbaru Saat Ini
2. Apa tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dalam melaksanakan
pelayanan pertanahan?
Jawaban:
Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sudah diatur pada peraturan
mentri No.38 2016 OTK Kanwil Kantah
3. Mengapa tidak ada seksi TI pada BPN Kota Pekanbaru?
Jawaban:
Bagian TI hanya ada pada jabatan fungsional dibawah bagian umum dan
kepegawaian
4. Apa saja infrastruktur TI yang digunakan pada BPN Kota PEkanbaru saat
ini?
Jawaban: Tabel A.1 sarana dan prasarana TI yang ada pada BPN Kota
Pekanbaru.
Tabel A.1. Kondisi TI saat Ini
No Sarana dan Prasaranan IT Spesifikasi
1 Komputer Pc/Laptop Ram 4Gb
HDD 500 GB
2 Operating System Windows 2008
3 Web Browser Google Chrome, Mozila
Firefox
4 Application System Microsoft Office, Autocad
5 Router
6 Switch
7 Wifi Indihome
5. Bagaimana dengan SDM pada BPN Kota Pekanbaru, apakah sudah menun-
jang kebutuhan aktivitas bisnis dan SI/TI BPN Kota Pekanbaru?
Jawaban:
Untuk menjalankan pelayanan pertanahan SDM yang sudah dirasa cukup,
sedangkan untuk kebutuhan sistem informasi serta teknologi yang a-
da belum mencukupi karena belum ada bidang khusus yang menangani
masalah SI/TI.
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A.3 Hasil Wawancara dengan Kepala Kasubag TU
Draft Wawancara
Narasumber : Umi Kalsum., S.P,. M.S.i
Jabatan : Kepala Kasubag TU
Waktu : 08 Oktober 2019
Lokasi : Ruangan Tata Usahan BPN Kota Pekanbaru
Hasil Wawancara :
1. Apakah BPN Kota Pekanbaru memiliki cetak biru (blueprint) arsitektur?
Jawaban:
Sudah
2. Bagaimana perencanaan SI/TI pada BPN Kota Pekanbaru?
Jawaban:
Perencanaan SI/TI pada BPN Kota Pekanbaru saat ini masih kantor pusat
yang merencanakan BPN Kota Pekanbaru masih merencanakan kegiatan
yang dilakukan saja
3. Apakah SI/TI yang ada sudah mendukung jalannya proses bisnis pelayanan
pertanahan?
Jawaban:
Belum sepenuhnya mendukung aktivits bisnis
4. Jika terjadi masalah pada aplikasi yang ada bagaimana BPN Kota Pekanbaru
menanganinya?
Jawaban:
Jika terjadi masalah pihak BPN Kota Pekanbaru akan mengajukannya
masalah tersbut ke PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) BPN RI untuk
diatasi.
5. Pada observasi yang dilakukan terhadap website profil terjadi masalah de-
ngan tidak update nya informasi, namun hingga saat ini belum ada per-
baikan?
Jawaban:
Website profil merupakan aplikasi yang diberikan oleh BPN RI, sebelum-
nya sudah dicoba untuk memperbaiki informasi pada website tersebut oleh
beberapa pegawai namun tidak berhasil dikarenakan terbatasanya hak akses
yang diberikan. Saat ini sedang diajukan agar website dapat diolah BPN
Kota Pekanbaru sendiri.
6. Apa saja kendala yang terjadi pada SI/TI di BPN Kota Pekanbaru?
Jawaban:
(a) Jaringan yang terputus
(b) Bandwith internet masih sedikit yaitu 35 Mbps sehingga ketika mem-
buka aplikasi KKP jadi terhambat
(c) Belum memadainya fasilitas IT berupa komputer untuk mengakses a-
plikasi pada bagian loket pelayanan
7. Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap SI/TI yang ada di BPN Kota
Pekanbaru?
Jawaban:
Saat ini belum ada dilakukannya evaluasi terhadap SI/TI secara berkala, na-
mun saat terjadi masalah maka akan dicari solusi terhadap masalah tersebut
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LAMPIRAN B
OBSERVASI
B.1 Pelayanan Pertanahan
Berikut ini adalah dokumentasi aktivitas pelayanan pertanahan dari obser-
vasi yang dilakukan pada BPN Kota Pekanbaru:
Gambar B.1. Antrian Pelayanan Pertanahan
Gambar B.2. Antrian Pelayanan Pertanahan
Gambar B.3. Jaringan Offline
B.2 Sistem Informasi pada BPN Kota Pekanbaru
Berikut ini adalah sistem informasi yang ada pada BPN Kota Pekanbaru;
B.2.1 Aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan)
Berikut ini adalah interfaces dari Sistem Informasi KKP yang dapat diakses
melalui link: kkp.bpn.go.id
Gambar B.4. Form Login Aplikasi KKP
B - 2
Gambar B.5. Dashboard Awal
Gambar B.6. Dashboard Pelayanan
Gambar B.7. Daftar Berkas Kantor Pertanahan
B - 3
Gambar B.8. Informasi Berkas
B.2.2 Aplikasi Sentuh Tanahku
Berikut interfaces pada aplikasi Sentuh Tanahku yang berbasis android dan
dapat didownload pada Google Play Store dan App Store:
Gambar B.9. Layanan Pada Aplikasi Sentuh Tanahku dan Plot Tanah
B - 4
Gambar B.10. Cek Info Berkas
Gambar B.11. Tanya Berkas dan Info Biaya
B.2.3 Website Profil
Berikut adalah interfaces dari Website Profil BPN Kota Pekanbaru yang da-
pat dilihat pada link: www.kot-pekanbaru.atrbpn.go.id
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Gambar B.12. Tampilan Menu Tentang Kami
Gambar B.13. Tampilan Menu Publikasi
Gambar B.14. Tampilan Menu Layanan Pertanahan
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B.3 Dokumentasi Wawancara
Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan wawancara dengan pegawai
dari BPN Kota Pekanbaru;
1. Wawancara dengan Seksi Penetapan Hak Tanah Pemberdayaan Tanah
Masyarakat
Gambar B.15. Wawancara dengan Ibu Gita Nova Syari, S.T.M.H
2. Wawancara dengan Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian
Gambar B.16. Wawancara dengan ibu Erlinawati S.H
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